
 

BUPATI SITUBONDO 
 

PERATURAN 

BUPATI SITUBONDO 
NOMOR    44   TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

PENETAPAN TARIF PEMAKAIAN AIR MINUM  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  

KABUPATEN SITUBONDO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SITUBONDO, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Situbondo yang sehat dan mampu 
memberikan peningkatan pelayanan penyediaan air bersih, 
dipandang perlu menetapkan perhitungan tarif pemakaian air 

minum yang sesuai dengan keadaan saat ini; 
b. bahwa Tarif Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 26 Tahun 2008  dipandang 

sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan b, perlu menetapkan Tarif Pemakaian Air Minum 

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 
Situbondo dengan Peraturan Bupati. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);  

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum 

pada Perusahaan Daerah Air Minum; 
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 

28/KPTS/1984 tentang Pedoman-Pedoman Pokok Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan daerah Air Minum dan 

Badan Pengelola Air Minum; 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo 

Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air 
Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo Seri C Nomor 

11/91). 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PENETAPAN TARIF 
PEMAKAIAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
(PDAM) KABUPATEN SITUBONDO. 

 
 

Pasal 1 
 

(1) Dengan Peraturan  Bupati ini menetapkan Tarif Air Minum 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo 
secara progresif sesuai dengan Golongan Pelanggan. 

(2) Besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 
 

 
Pasal 2 

 

Besarnya sanksi/denda (seperti : denda keterlambatan pembayaran  
air dan non air, denda pembukaan segel dan sanksi pelanggaran), 

biaya beban (seperti : biaya pemeliharaan, biaya administrasi dan 
besarnya sewa meter), biaya pendaftaran, pasang baru, balik nama, 

pindah meter, pendapatan penjualan air melalui truck tangki serta 
pendapatan non penjualan air lainnya akan diatur lebih lanjut oleh 
Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Situbondo. 
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Pasal 3 
 

Dengan berlakunya tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 1 menugaskan kepada Direktur Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo untuk mensosialisasikan 
Peraturan Bupati ini kepada masyarakat dan mempersiapkan 

administrasi penetapan tarif dimaksud. 
 
 

Pasal 4 
 

Perhitungan penyesuaian Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud 
pasal 1 mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2013 (pembayaran 

rekening bulan Pebruari 2013). 
 
 

Pasal 5 
 

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati 
Situbondo Nomor 26 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
 
 

Pasal 6 
 

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Situbondo. 

 
 

Ditetapkan di Situbondo 
pada tanggal 21 November 2012 

  
 

BUPATI SITUBONDO, 

 
ttd. 

 
DADANG WIGIARTO 

 
 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 21 November 2012 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO, 

 
ttd. 

 

EKOTRIWARSO KDW 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 44 
 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 
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 LAMPIRAN  Peraturan Bupati Situbondo 

            Tanggal : 21 November 2012 
     Nomor : 44      Tahun 2012 

  
 

 

TARIF PEMAKAIAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM (PDAM) KABUPATEN SITUBONDO 

 

Klasifikasi Tarif 
Pemakaian 

(m3) 

Tarif Yang Berlaku 
(Rp/m3) 

Sosial Umum (A1) 
0 – 10 720 

>10  1.160 

Sosial Khusus (A2) 
0 – 10 980 

>10  1.710 

Rumah Tangga (B1) 
0 – 10 1.350 

>10  2.330 

Rumah Tangga (B2) 
0 – 10 1.600 

>10 2.460 

Pemerintah (B3) 
0 – 10 2.550 

>10 4.250 

Niaga Kecil (C1) 
0 – 10 3.310 

>10 7.040 

Niaga Besar (C2) 
0 – 10 4.000 

>10  9.420 

Industri Kecil (D1) 
0 – 10 8.000 

>10 11.000 

Industri Besar (D2) 
0 – 10 9.000 

>10  15.000 

Untuk Keperluan Khusus (seperti pelabuhan Laut/Sungai/Udara) : 

BERDASARKAN KESEPAKATAN  

 
  

 
BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd. 
 

DADANG WIGIARTO 
 

 
 
 

 
 


